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PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 11 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan :Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023,
telah dibahas bersama oleh Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah, dan hasilnya telah
dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024
dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Angga.ran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;
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Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inodonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun
2019 Nomor 53);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANGTAHUN ANGGARAN 2023.

: Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024,
sebagaimana hasil pembahasan bersama, sebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan Rp. 1.788.305.275.838,00

2. Jumlah Belanja Rp. 1.842.387.476.233,00
Defisit Rp. (54.082.200.395,00)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp. 61.582.200.395,00
b. Pengeluaran Rp. 7.500.000.000,00
Surplus Rp.  54.082.200.395,00

: Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023,
sebagaimana hasil pembahasan bersama, sebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan  Rp. 1.804.459.644.751,00

2. Jumlah Belanja Rp. 1.938.912.509.321,78
Defisit Rp. (134.452.864.570,78)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp. 144.452.864.570,78
b. Pengeluaran Rp. 10.000.000.000,00
Surplus Rp. 134.452.864.570,78

: Hasil pembahasan bersama sebagaimana diktum KESATU dan

diktum KEDUA untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun Anggaran 2024 dan penyusunan Perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

Anggaran 2023.



KEEMPAT : Hasil pembahasan bersama sebagaimana diktum KESATU dan
diktum KEDUA selengkapnya dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang beserta
lampirannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Agustus 2023

PARAF KOORDINASI KETUA DP UHBATEN BATANG,

SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG
1.| SEKRETARIS DPRD

2.| KABAG UMUM & KEUANGAN i A
f 3 K{\BAG PERSIDANGAN &
FERUNDANG - UNDANGAN MAULANA YUSUP

FLH.'L'}G FASILITASI
PENGANGGARAN & PENGAWASAN

5.| KASUBAG
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